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Judul Skripsi  : Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi tentang Penertiban Lalu
Lintas di Wilayah Hukum Kota Besar Banda Aceh)

Pembimbing | : Dr. Khairuddin, S. Ag., M.Ag
Pembimbing Il : Azmil Umur, MA

Kata kunci . Implementasi, Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Dilihat dari tugas dan
wewenang kepolisian menjalankan aturan-aturan hukum sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian
Satlantas, untuk menjaga dan menertibkan lalu lintas. Namun faktanya masih
banyak terdapat kejanggalan dan penyelewengan yang diduga dilakukan oleh
sejumlah oknum anggota kepolisian di Banda Aceh. Untuk menjawab
permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan
masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan tugas Kepolisian Lalu Lintas di
wilayah Poltabes Banda Aceh dan apakah pelaksanaan tugas penertiban lalu lintas
dalam wilayah hukum Poltabes Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian bersifat
empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Tugas Kepolisian adalah menegakkan hukum di bidang peradilan pidana yang
ditujukan baik terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya
pencegahan kejahatan, agar masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan
aman dan tentram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas
Kepolisian Lalu Lintas di Kota Banda Aceh secara umum sudah sesuai dengan
ketentuan aturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, namun belum sepenuhnya efektif dalam penertiban lalu lintas
bagi kalangan masyarakat Kota Banda Aceh. Meski dalam Undang-undang sudah
ada aturan tentang pelanggaran atau hukuman bagi si pelanggaran lalu lintas,
namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh warga Kota Banda Aceh.
Adapun faktor yang menjadi penghambat efektifnya Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu penggunaan kendaraan
oleh anak sekolah, yang belum cukup usia untuk mendapatkan SIM.
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Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan,
kesehatan, dan pertunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat dan salam
selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang
menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri
dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi.

Skripsi ini berjudul ”Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban
Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh )”.
Selesai penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan,
dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang
tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat
imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan
kepada Bapak Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag, selaku pembimbing pertama dan
Bapak Azmil Umur, M.A, selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan
sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran
untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya
ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Ar-Raniry, Ketua Prodi Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA yang juga sebagai
Penasehat Akademik saya, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas
Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat
berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sekalung penghargaan dan ribuan ucapan terimakasih ingin penulis ucapkan
untuk para sahabat yang selalu menemani dan menyemangati penulis. Selalu ada
disaat suka maupun duka. Untuk M. Fakhrul Mahdi, Nora Afiza, Riski Wahyuni
dan yang paling istimewa untuk kedua orang tua penulis sendiri, ribuan ucapan
terimakasih karena selalu ada dan selalu mendukung serta menasehati penulis
setiap waktu, bahkan kalian sudah lebih dari sekedar sahabat. Kalian bagaikan
keluarga dekat bagi penulis, meskipun kita tidak sedarah apalagi sedarah tapi
kalian mampu menjadi penenang dan sandaran bagi penulis dalam berbagai situasi
dan kondisi. Ribuan terimakasih juga penulis ucapkan untuk seluruh keluarga,
sahabat, teman-teman yang telah mendoakan dan menyemangati penulis.



Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di
UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 01 dan seluruh teman-teman Prodi
Hukum Tata Negara “Constitutional law’14” yang saling menguatkan dam saling
memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.
Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan
balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga
terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya
diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih
sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat
terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah SWT
jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan
hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 26 Desember 2018
Penulis,

Waliyul Ahdi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan

Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan
No | Arab Latin No | Arab Latin
1 ! Tidak dilambangkan | 16 ] T
2 o B 13 i %
3| « T 18 & ‘
4 & S 19 g G
5 z J 20 < F
6 z H 21 ] Q
7 ¢ Kh 22 d K
8 3 D 23 J L
9 3 Z 24 p M
10 J R 25 O N
11 J Z 26 3 W
12 o S 27 - H
13 o Sy 28 s ’
14 | e S 29 ¢ Y
15 ue D




2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab
yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang
lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa
gabungan huruf.
Contoh vokal tunggal : =S ditulis kasara

d=a ditulis ~ ja‘ala
Contoh vokal rangkap :
a. Fathah + ya’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai ().
Contoh: &S ditulis  kaifa

b. Fathah + wawu mati ditulis au ().

Contoh: J%»  ditulis haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan
dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. VVokal panjang

ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
e Fathah dan alif A
Goeels Atau fathah dan ya
oo Kasrah dan ya I
Sl Dammah dan wau U




Contoh: J¢ ditulis gala
dé  ditulis  gila
U5 ditulis  yagilu
4. Ta marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu : ta’ marbutah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t),
sedangkan fa’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:  JulYiday, ditulis raudah al-atfal
Jabyi &ay) ditulis raudatul atfa
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis
sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak

ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.
Polri sebagai alat pemerintah dan alat negara, diadakan untuk memelihara
ketertiban umum di dalam negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap
melakukan kejahatan, selain itu juga untuk membantu mempertahankan negara
dari musuh yang mengancam keamanan negara, baik dari pihak negara lain
maupun dari pihak-pihak di dalam negara sendiri.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan
tugasnya di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan
yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam
tindakan Kepolisian. Petugas-petugas Kepolisian dibebani dengan tanggung jawab
khususnya untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-
tindakan kejahatan, melakukan perencanaan atau kebijakan penanggulangan
kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.’

Tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum adalah penegakan hukum di

bidang peradilan pidana dan penegakan hukum dengan sarana non pidana.

!Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers,
Jakarta, 2003, him. 30.



Tindakan tersebut ditujukan, baik terhadap pelaku kejahatan maupun dalam
bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan
bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Selain itu, terdapat komponen-
komponen lain yang bertugas dalam penegakan hukum, seperti kejaksaan,
pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan
bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama criminal justice system
atau dengan kata lain disebut sistem keadilan dan keamanan.

Polisi pada hakikatnya harus berwajah ganda, dalam upaya memerangi
kejahatan dia harus bertindak keras, namun dalam membina, membimbing, dan
mengayomi masyarakat dia harus berwibawa, sabar, dan murah senyum.
Memerangi kejahatan, menindak pelanggar hukum atau penegakan hukum pada
umumnya, Polri harus selalu mematuhi peraturan dan hukum yang sangat ketat,
hal ini dilakukan supaya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak
bertindak secara sewenang-wenang, dan tugas ini merupakan suatu tugas represif,
yang berupa upaya paksa.?

Tidak melakukan sesuatu, yaitu digeledah, ditangkap, ditahan dan
sebagainya, termasuk penggunaan senjata api dalam melakukan penegakan
hukum. Dalam peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaaan
kekuatan dalam tindakan kepolisian. Upaya paksa atau tindakan lain yang
dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk
mencegah, menghambat, atau menghentikan tindak pelaku kejahatan yang

mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau

*Nawawi Arif, Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum
Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, him.158. 3.



kehormatan, kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta
penegakan hukum, khusus untuk penggunaan senjata api tersebut, sampai
sekarang masih banyak pendapat yang pro dan kontra terhadap penggunaan
senjata api tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun
2009. Tetapi tugas yang dilakukan tersebut tidak mengharuskan Polri berbuat
sewenang-wenang, dikarenakan terdapat berbagai aturan yang membatasi tugas
dan tindakan Polri dalam tugas represif tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu penyelenggaraan
tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
ia harus melaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku seperti dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Lalu Lintas. Fungsi utama
dari kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat
umum sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sehingga
dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang kepolisian adalah memberikan
perlindungan kepada masyarakat, khususnya dalam menertibkan lalu lintas di setiap
jalan raya untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat mengganggu

ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyatakan bahwa data penjualan
kendaraan bermotor akhir tahun 2016 berjumlah 5.931.285 unit, dari tahun ke
tahun semakin meningkat hingga akhir bulan Mei tahun 2017 berjumlah 531.496
unit, sehingga telah memberikan pengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan

dalam berlalu lintas. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam berlalu



lintas membuat pelanggaran lalu lintas yang tak terhindarkan sehingga

menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Hal ini terbukti dari meningkatnya angka kecelakaan berlalu lintas.
Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak dalam Konferensi pers akhir tahun 2016
mengatakan bahwa, pada tahun 2016 yang lalu angka kecelakaan lalu lintas (laka
lantas) mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 2015. Kasus
tersebut meningkat dari 1.980 kasus menjadi 2.739 kasus pada tahun 2016.
Kerugian materil juga meningkat pada tahun 2016 yaitu Rp. 6.635 Milliar menjadi
Rp. 7.066 Milliar’. Seharusnya angka kecelakaan itu tidak terjadi, karena dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Lalu Lintas, salah
satu tugas polisi satuan lalu lintas adalah mengawasi setiap pengguna jalan yang
melanggar aturan seperti dalam Pasal 281 tidak memiliki Surat Izin Mengemudi
(SIM), dan tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas.

Fungsi utama dari kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani
kepentingan masyarakat umum, apabila dalam menjalankan tugasnya itu terdapat
pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Polisi berwenang memberikan
sanksi sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Tugas dan Wewenang Kepolisian, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas dan
wewenang kepolisian adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dilihat dari tugas dan wewenang kepolisian menjalankan aturan-

aturan hukum yang sesuai dengan butiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun

*Thomas Barker, David L.CARTER: PenyadurKunarto dan Ny. Khobibah M.Arief
Dimyanti Ed. 3. Jakarta : Cipta Manunggal, 1999. HIm.12.



2009 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Satlantas, yang menjaga dan
menertibkan lalu lintas namun masih banyak terdapat kejanggalan dan
penyelewengan yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota kepolisian di Aceh
seperti pelaksanaan patroli polisi, tidak ada tindak lanjut proses kecelakaan, dan
penyimpangan prosedur dengan pungutan liar dalam pengurusan SIM dan STNK
dalam menjalankan tugasnya tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah
tersebut, penelitian ini perlu dilakukan, yaitu mengenai implementasi Undang-
undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai
pengawasan polisi lalu lintas di wilayah hukum Poltabes Banda Aceh.
1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah

dalam penelitian ini adalah:

1.2.1. Bagaimana pelaksanaan tugas Kepolisian Lalu Lintas di wilayah Poltabes
Banda Aceh?
1.2.2. Apakah pelaksanaan tugas penertiban lalu lintas dalam wilayah hukum
Poltabes Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1.3.1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kepolisian lalu lintas di wilayah

hukum Poltabes Banda Aceh.



1.3.2. Untuk melihat apakah pelaksanaan tugas Kepolisian lalu lintas di wilayah
hukum Poltabes Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
1.4. Penjelasan lIstilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari judul srikpsi

ini, maka perlu diberi penjelasan terhadap:
1.4.1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi yang artinya adalah
pelaksanaan atau penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud untuk mencari
bentuk tentang suatu hal yang disepakati dulu.® Dari pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa kata implementasi berarti suatu bentuk aksi nyata dalam
menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang dan sempurna
sebelumnya. Implementasi juga disebut sebagai aplikasi, pelaksanaan,
pengamalan, penjabaran, praktik, dan rekayasa.

1.4.2. Kepolisian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepolisian yang artinya badan atau
pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
(menangkap orang yang melanggar undang-undang, atau anggota badan

pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

* Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia.
Jakarta.



Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata kepolisian berarti
suatu lembaga yang menjaga keamanan negara dalam pemerintahan. Salah
satunya adalah polisi yang tidak perlu diragukan falsafah moralnya, orang yang
didambakan sebagai penuntun, ahli falsafah dan sebagai sahabat. Contoh
kepolisian di Aceh merupakan satuan keanggotaan yang bertugas, bertanggung
jawab dalam melaksanakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan
kepolisian yang ada di Aceh khususnya.’

1.5. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian
yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau
topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus
menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka di

sini dipaparkan dua skripsi yang terkait dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Krisna Ariadi mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Implementasi
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Studi Kasus Kecelakaan Lanjar Sriyanto Dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2009/
PN.Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar)”. Di dalamnya dibahas tentang
proses penanganan perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya
orang perkara kecelakaan lalu lintas Lanjar Sriyanto di wilayah hukum Pengadilan

Negeri Karanganyar, dan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang

>Alwi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.



Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tindak
pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang.®

Kedua, skripsi yang ditulis oleh R.A Ekie Prifitriani Ramona mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Efektifitas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kalangan
Anak Remaja Kabupaten Maros”. Didalamnya dibahas tentang aturan-aturan yang
terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan belumlah dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan keamanan dan
keselamatan, khususnya di kalangan remaja. Masih banyak pelanggaran yang dila
kukan oleh remaja, sehingga banyak usia remaja yang menjadi korban dan
penyebab kecelakaan lalu lintas.
1.6. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam penulisan sebuah karya ilmiah, metode yang
digunakan sangat menentukan dalam mendapatkan data-data yang sesuai dan
sempurna. Metode Penelitian mempunyai peranan penting dalam penulisan
sebuah karya ilmiah untuk mencapai suatu tujuan bahwa hasil penelitian yang
dihasilkan benar-benar tesusun secara efektif dan sistematis sehingga dapat
terwujudnya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan ilmu dan gaedah-gaedah

penelitian.

® Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), him.44.



1.6.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
bersifat empiris. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melalui
pengumpulan informasi serta keterangan dari pihak-pihak terkait melalui kegiatan
wawancara sebagai bahan penelitian yang mengarah pada bentuk upaya Polri
dalam penanggulangan ketertiban dan pengawasan dalam berlalu lintas di jalan
raya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Koentjaraningrat, format
desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format
verifikasi, dan format grounded research’. Dalam penelitian ini digunakan
metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi
gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang
keadaan dan gejala yang terjadi. Dengan jenis penelitian yang seperti ini dapat
memudahkan bagi peneliti sendiri untuk mendapatkan hasil penelitian yang

sempurna.
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan peraturan Kapolri pada saat penelitian di Kepolisian Daerah

Provinsi Aceh. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang

"Mardalis. 2008. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
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diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu dari Kapolda dan Poltabes Kota
Banda Aceh, serta masyarakat dan pengguna jalan pada waktu penelitian dimulai.
Data ini merupakan data pendukung yang bersifat memperkuat dan memperjelas

data primer dan diperoleh dari studi pustaka.®
1.7.  Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembuatan skripsi ini, maka

diperlukan sistematika pembahasannya dalam empat bab berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub
bagiannya, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab kerangka teoritis yang memaparkan mengenai
konsep teori dasar/umum tentang lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi penjelas
an pengertian tentang landasan teroi efektifitas hukum tentang lalu lintas dan
angkutan jalan, tata cara dan ketertiban berlalu lintas, tinjauan umum tentang

polisi lalu lintas, serta tugas pokok dan wewenang kepolisian lalu lintas.

Bab ketiga merupakan bab pokok atau inti dari masalah yang ingin diteliti,
yaitu latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentuk dan cara penertiban lalu lintas yang

dilakukan oleh satlantas Poltabes Banda Aceh dengan ketentuan Undang-Undang

®Edy Halomoan Gurning, SH. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya. Pengacara Publik dan Staf Penelitian
Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 2010.
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Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentuk-bentuk
pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bab keempat merupakan penutupan yang mengangkat kesimpulan dari
hasil penelitian sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah serta

memberikan saran-saran yang dianggap penting.
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BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

2.1. Landasan Teoritis tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
a. Pengertian lalu lintas

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang
yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang
diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa
jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan
angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan
efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu
lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas,
perioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian
arus di persimpangan.®

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna,
kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang
memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti

aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang

°Jimly Asshiddigie, Ali Safa’at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekjen dan
Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006,him. 13.
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menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi
persyaratan.™
1) Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan
kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang
berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan
tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis
kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan
tata ruang.
2) Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang
berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang
membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam
lalu lintas.
3) Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor
maupun kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut
direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan
mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat

meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

9Sinta Uli,Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, A
ngkutan Darat dan Angkutan Udara, USU Press,Medan, 2006, him. 20.
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b. Pengertian jalan

Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya),
jalan merupakan suatu landasan yang bertujuan untuk melewatkan lalu lintas dari
suatu tempat ke tempat yang lain. Untuk itu jalan harus dibuat dengan aman,
cepat, tepat, nyaman, efisien dan ekonomis. Agar transportasi jalan dapat berjalan
secara aman dan efisien maka perlu dipersiapkan suatu jaringan transportasi yang
handal yang terdiri dari ruas dan simpul. Secara makro jaringan jalan harus dapat
melayani transportasi yang cepat dan langsung (sehingga efisien) namun juga
dapat memisahkan sekaligus melayani lalu lintas dengan berbagai tujuan. Untuk
itulah dalam menata jaringan jalan, perlu dikembangkan sistem hirarki jalan yang
jelas dan didukung oleh penataan ruangan dan penggunaan jalan.'

Jalan juga merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan
bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut
direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan
mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat
meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Jalan digunakan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan

kereta api.

"'Bahan Pokok Penyuluhan Hukum (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).Departemen Kehakiman
RI .1996.
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1) Jenis-jenis jalan

a) Jalan raya

Jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat
oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya
sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan
kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya

dengan mudah dan cepat.

b) Jalan umum

d)

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Jalan khusus

Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instasi, badan usaha,
perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Jalan tol

Jalan tol atau jalan bebas hambatan adalah jalan umum yang merupakan
bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya
diwajibkan membayar tol. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang

dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

2) Bagian-bagian jalan

a)

b)

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang
pengamannya.
Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu

diluar ruang manfaat jalan.
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c) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik
jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.
2.2. Tata Cara dan Ketertiban Berlalu Lintas
Tata cara dalam berlalu lintas menurut Undang-undang yang berlaku
tentang lalu lintas Direktorat Lalu Lintas Polri adalah sebagai berikut:*?
a. Ketertiban dan keselamatan
1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
a) Berperilaku tertib
b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi membahayakan
keamanan dan keselamatan LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan),
atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi
ketentuan:
a) Rambu-rambu lalu lintas.
b) Marka jalan.
c) Alat pemberi isyarat lalu lintas.
d) Gerakan lalu lintas.
e) Berhenti dan parkir.
f) Peringatan dengan bunyi dan sinar.
g) Keecepatan maksimal atau minimal; dan atau

h) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraa lain.

2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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3) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pengemudi
kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

a) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba
Kendaraan Bermotor (STCK).

b) Surat I1zin Mengemudi (SIM).

c) Bukti lulus uji berkala; dan atau.

d) Tanda bukti lain yang sah.

4) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan dan
penumpang Yyang duduk di sampingnya wajib menggunakan sabuk
keselamatan.

5) Setiap orang yang mengendarai dan penumpang sepeda motor wajib
mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

b. Penggunaan lampu

1) Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama
kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan
pada kondisi tertentu.

2) Pengemudi sepeda motor selain memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud di atas wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

c. Jalur atau lajur lalu lintas

1) Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan
sebelah kiri.

2) Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan

apabila:
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a) Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di
depannya atau;

b) Diperintankan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia
untuk digunakan sementara sebagai jalur Kiri.

c) Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih
rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada
pada jalur kiri jalan.

d) Jalur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan kecepatan
lebih tinggi, akan membelok, mengubah arah, atau mendahului
kendaraan lain.

d. Tata cara melewati

1) Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain
harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan
yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia
ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan dilewati.

2) Dalam keadaan tertentu, pengemudi dapat menggunakan lajur jalan
sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan
LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan).*®

3) Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan
menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi

sebagaimana dimaksud dilarang melewati kendaraan tersebut.

Bpantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-
lintas-dan-angkutan-jalan-raya/ Jakarta; cipta manunggal, 1999.


http://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/
http://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/
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e. Belokan dan simpangan

1) Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib
mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang
kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau
isyarat tangan.

2) Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke
samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan
di belakang serta memberikan isyarat.

3) Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu
lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok Kiri, kecuali
ditentukan oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

f. Kecepatan
Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

1) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang
ditetapkan secara nasional dan ditentukan berdasarkan kawasan
pemukiman, perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan dan
dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

2) Berbalapan dengan kendaraan motor lain.

3) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan
dengan batas absolut.

g. Berhenti
Selain kendaraan motor umum dalam trayek setiap kendaraan bermotor

dapat berhenti di setiap jalan, kecuali:
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1) Terdapat rambu larangan berhenti dan atau marka jalan yang bergaris
utuh.

2) Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan,
keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas
dan angkutan jalan, dan atau

2.3. Tinjauan Umum Tentang Polisi Lalu Lintas

Menurut Djajoesman (2004), Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian
dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas dan karenanya
merupakan pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya.
Pengertian ini menjelaskan bahwa seorang polisi lalu lintas diharapkan memiliki
kecakapan teknis khusus sebagai bekal untuk menunaikan tugasnya di lapangan.
Kecakapaan teknis tersebut dapat diperolen melalui pendidikan kejuruan lalu
lintas, yang disesuikan dengan penggolongan yang sudah menjadi ketentuan
mutlak."*

Seorang polisi lalu lintas harus memiliki kualitas-kualitas sikap yang baik

di dalam menjalankan tugasnya supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan
baik. Beberapa kualitas sikap yang harus dimiliki oleh seorang polisi lalu lintas
yaitu:

a. Bertanggung jawab

b. Mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan investigasi untuk

mendapatkan kebenaran.

““Soerjono  Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum),
Mandar Maju, Bandung, 1990.
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. Kepemimpinan yang tepat

. Mempunyai kemampuan teknis mengenai lalu lintas atas dasar

spesialisasi perkembangan mutahir dari tekhnologi lalu lintas

Mempunyai inisiatif baik dalam prevensi maupun represi

f. Mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran yang benar

g.

Mempunyai kesadaran akan tugas untuk melindungi jiwa dan harta

benda warga masyarakat.

. Bisa mengendalikan diri, jujur dan sebagainya. Kualitas-kualitas

tersebut harus dimiliki seorang petugas lalu lintas sebelum ia bertugas
secara efektif di jalan raya. Semua hal ini akan bisa tercapai apabila di
dalam pendidikan petugas lalu lintas diorientasikan pada pemecahan

masalah-masalah yang akan terjadi.”

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-undang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah
segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang Kepolisian

Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,

BPperaturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 Undang-undang Nomor 14

Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional
yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelengga-
rakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli,
pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi
pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan
penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas.*®

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya
didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil.
Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya
struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:’

a. Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)

b. Wilayah Provinsi Kepolisian Daerah (Polda)

c. Wilayah Kabupaten dan Kota

1) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)
2) Kepolisian Resor Kota (Polresta)

3) Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)

'®pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

pasal 1 Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada
Tingkat Kepolisian resort dan Kepolisian Sektor.
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d. Tingkat kecamatan
1) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
2) Kepolisian Sektor (Polsek)

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa,
Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan
wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.
Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang
selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu
lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat
Kepolisian Resort dan Kepolisian kedudukan polres berada di ibukota
kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan
Kepolisian disebutkan bahwa, Polres terdiri dari:

a. Tipe Metropolitan

b. Tipe Polrestabes

c. Tipe Polresta

d. Tipe Polres.
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2.4. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Lalu Lintas

Tugas pokok Polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha,
pekerjaan dan kegiatan dalam pengandalian lalu lintas untuk mencegah dan
meniadakan gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan

Wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. menegakkan hukum
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Lebih dijabarkan lagi (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian) maka Polri bertugas, diantaranya.*®

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas di jalan

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap

hukum dan peraturan perundang-undangan

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional

'¥pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang
Kepolisian.
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e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan

lainnya

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi

manusia

J. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya

dalam lingkup tugas kepolisian, serta
I.  melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika dijabarkan lagi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian) maka Polri dalam melaksanakan atau

menyelenggarakan tugas, Polri berwenang:
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a. menerima laporan dan/atau pengaduan

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa

e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

i. mencari keterangan dan barang bukti

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat

I. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas pokok Polantas yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara Rl Pasal 30 ayat (4)

dirumuskan sebagai berikut:
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a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan
tertib hukum dan bersama dengan segenap komponen kekuatan
pertahanan keamanan negara guna mewujudkan keamanan dan keterti-
ban masyarakat

b. Melakukan tugas kepolisian selaku pengayom dalam mamberikan
pelindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Membimbing masyarakat untuk terciptanya kondisi yang menunjang
terselenggaranya usaha Kkegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI

Pasal 14 menyebutkan, Kepolisian Negara Rl mempunyai tugas:

1) Melakukan penyelidikan dan menyidik terhadap semua
tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan
peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian
dan laboratorium forensic serta psikologi kepolisian untuk tugas
kepolisian.

3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

4) Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana
termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan

menunjak hak asasi manusia.
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5) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina
keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

6) Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk
sementara, sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang
berwenang.

7) Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan.

8) Turut serta dalam membina hukum nasional dan pembinaan
kesadaran hukum masyarakat.*

Gambaran umum tugas kepolisian negara, sekaligus memuat pula tentang
tugas polisi lalu lintas yang juga tidak mengabaikan tugas-tugas pokok lainnya.
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Polri
adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan
tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Tugas pokok Kepolisian Lalu Lintas juga diatur dalam Undang-undang
Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Dalam Pasal 1 Peraturan ini yang dimaksud
dengan Kode Etik Profesi Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Kode Etik Profesi Polri adalah

norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik. Atau

®pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang kepolisian Negara Republik
Indonesia.
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filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang
diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.?

Dari penjelasan di atas pada bab dua skripsi ini mengenai teori umum
tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat diberikan beberapa kesimpulan atau
analisis dalam rangkaian skripsi ini diawali dari landasan teoritis tentang lalu
lintas dan angkutan jalan, di sini dibahas tentang pengertian lalu lintas dan
pengertian jalan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, pengertian lalu lintas tersebut sudah jelas didefinisikan sebagai
alat gerak suatu kendaraan dan objeknya yaitu manusia di ruang lalu lintas jalan.
Lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi penggerakan dan
perpindahan suatu kendaraan, barang maupun manusia itu sendiri yang disebut
sebagai objeknya suatu kendaraan. Dalam hal ini, pemerintah menginginkan suatu
kemashlahatan yang bijak untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan itu
sebagai sarana dan prasarana yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan
yang terpenting adalah keselamatan bagi pengendara.

Landasan teori selanjutnya yaitu, tentang pengertian jalan. Pada skripsi ini
dibahas suatu pengertian jalan yang merupakan landasan atau lintasan yang
bertujuan untuk arus lalu lintas atau perpindahan suatu barang/alat penggerak dari
suatu tempat ke tempat lainnya. Maka dari itu jalan yang dibuat demi kenyamanan
penggunanya harus aman, nyaman, efisien dan ekonomis, agar transportasi jalan

dapat berjalan secara tertib dan teratur.

°Bahan Pokok Penyuluhan Hukum (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).Departemen
Kehakiman RI .1996, him. 11.
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Pada tahapan ini dari pengertian jalan, penulis juga membahas tentang
garis-garis jalan yang bertujuan untuk dapat membedakan transportasi manakah
yang dilaluinya. Pada skripsi ini ada beberapa jenis jalan yang dipaparkan yaitu
jalan raya, jalan umum dan jalan tol, dari ketiga jenis jalan tersebut semuanya itu
berbeda dari kebijakan dan fungsinya.

Pada pembahasan selanjutnya, dibahas tentang tata cara dan ketertiban
berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tata cara di sini merupakan suatu aturan yang dibuat khusus oleh pelaksana
Direktorat Lalu Lintas dan aparat Kepolisian, yang bertujuan untuk berlalu lintas
dan keselamatan bagi para pengendara dan sebagainya.

Dalam aturan ini, ada beberapa permasalahan yang harus dipatuhi oleh
setiap pengendaranya, berupa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, penggunaan
lampu, tata cara berhenti, belokan dan persimpangan. Keseluruhan aturan tersebut
sudah layak sepenuhnya bagi para pengendara sepeda motor, mobil dan
sebagainya untuk mematuhi dan menjalankannya sesuai dengan aturan yang
berlaku dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan
Wewenang Kepolisian Neagara Republik Indonesia.

Dalam pembahasan selanjutnya, secara umum dijelaskan beberapa
kesimpulan mengenai tujuan umum tentang polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas
(Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu
lintas, berbeda dengan tugas polisi lainnya. Pada bagian skripsi ini dibahas

bagaimana seorang polisi lalu lintas tersebut harus memiliki kualitas-kualitas dan
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sikap yang baik, benar, jujur dan mental yang kuat dalam menjalankan tugasnya
di muka umum atau di depan publik, supaya aturan hukum agar dapat berjalan
dengan baik semestinya.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, jelas disebutkan mengenai tugas dan wewenang kepolisian lalu
lintas itu sendiri, dan juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
yaitu:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan kenyamanan masyarakat.
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BAB TIGA

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

3.1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam
meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, sehingga negara wajib mengaturnya
sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam
kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketika kita masuk ke dalam sebuah
komunitas yang bernama negara maka secara tidak langsung maupun langsung
kita (individu sebagai warga negara) “menyerahkan” hak kita seluruhnya kepada
negara kemudian dengan regulasinya menyalurkan/memberikan hak-hak itu
kembali kepada kita bersamaan munculnya kewajiban kita terhadap negara.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat
dengan masyarakat, setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan
dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu di sini warga negara
butuh agar hak-hak mereka dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh
negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban
menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan.?*

Sejarah lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai
masa sejak dari masa pemerintahan Belanda sampai pada era refomasi hingga saat
ini. Lalu lintas dan angkutan jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman

dibarengi dengan berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

*!feriansyach.wordpress.com/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-
indonesia, MARET 8, 2011.
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sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat. Selang 15 tahun kemudian dari
berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesia
mengatur lagi lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam Undang-undang yang baru
serta mencabut peraturan sebelumnya tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Maka
lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno
dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 ini merupakan Undang-undang
pertama yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) di
Indonesia setelah Indonesia merdeka. Seiring dengan perkembangan zaman dan
IPTEK pada 27 tahun kemudian diatur kembali lalu lintas dan angkutan jalan
(LLAJ) di Indonesia dengan Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ada hal yang
menarik dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 ini, bahwa Undang-undang
ini sempat ditangguhkan selama setahun melalui Peraturan Pengganti Undang-
undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1992 yang disahkan menjadi Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana
yang terdapat dalam Konsideran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 poin ¢
dikatakan bahwa:

“Bahwa seiring dengan tujuan yang ingin diwujudkan sebagaimana
tersebut di atas, dan setelah mempertimbangkan segela sesuatunya
dengan seksama, maka untuk menjaga agar pelaksanaannya dapat
berlangsung  dengan  sebaik-baiknya  dipandang perlu  untuk
menangguhkan berlakunya Undang-undang tersebut guna memberi waktu
yang lebih cukup lagi untuk meningkatkan pemahaman, persiapan dan

1bid, hal 33.
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kesiapan segenap aparatur pemerintah yang bersangkutan serta

masyarakat pada umumnya mengenai Undang-undang tersebut .

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tersebut,
makanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 ditangguhkan pelakasaanaanya
yang direncakan pada 17 September 1992 menjadi 17 September 1993 karena
berbagai pertimbangan dari pemerintah. Selanjutnya Undang-undang mengenai
lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terakhir kali diatur di Indonesia dengan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dengan semangat reformasi dan semangat perubahan.**

Regulasi Undang-undang telah beberapa kali dirubah dan diatur dalam hal
mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi pertanyaan besar adalah
bagaimana implementasi Undang-Undang itu di masyarakat? Apakah ada
kemajuan dari kesadaran masyarakat untuk mematuhi Undang-undang tentang
lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) ini mengalami peningkatan? Kali ini
penulis memang mengangkat dari hal mikro dari Undang-undang tentang lalu
lintas dan angkutan jalan (LLAJ) ini mengenai kesadaran dan kepatuhan
masyarakat untuk tunduk dan patuh kepada Undang-undang ini.

Walau kita bicara dari hal mikro, tetapi ini yang menjadi wajah dari
masyarakat Indonesia untuk tunduk akan kedaulatan hukumnya. Hukum adalah
sebuah sarana untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hukum hadir untuk
melindungi dan menjamin hak-hak warga negara, sehingga hukum bukannya

menjadi kepentingan bagi masyarakat. Tertib berlalu lintas adalah cermin dari

** Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, poin ¢
** Ibid, hal 33.
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kepribadian bangsa, inilah yang sering dilihat dan dengarkan. Contoh nyata
apabila anda melalu traffic light yang berada di pinggiran kota yang mungkin
tidak dijaga oleh polisi lalu lintas, maka keselamatan anda akan semakin
tercancam ketika anda berhenti saat lampu merah. Hal ini terjadi karena hanya
anda yang mematuhi lampu merah yang menyala. Ini adalah realita di masyarakat
bahwa kesadaran hukum akan tertib lalu lintas sangat rendah.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan pada Pasal 107 ayat (2) “Pengemudi Sepeda motor wajib
menyalakan lampu utama pada siang hari” tetapi yang terjadi di lapangan adalah
hanya sebagian kecil orang yang menyalakan lampu dan mungkin karena adanya
pembiaran dari petugas. Hukum dibuat memiliki beberapa fungsi yang salah satu
fungsinya adalah as a tool of social control (hukum dibuat sebagai sarana atau
alat untuk mengubah) masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi
maupun dalam hidup masyarakat. Undang-undang tentang lalu lintas dan
angkutan jalan harus dapat menjadi alat merekayasa masyarakat untuk berubah ke
arah yang lebih baik, sehingga semakin tertib masyarakat Indonesia maka
semakin besar peluang untuk maju. Lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib
adalah wajah bangsa kita. Sampai kapan kita terus membenarkan kebiasaan atau
membiasakan yang benar.

Seluruh aturan hukum, termasuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dibuat bukan untuk merepotkan
masyarakat, tetapi dalam upaya melindungi masyrakat dalam menjamin dan

melindungi hak warga negara selama berda di jalan. Pemerintah dan masyarakat
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seharusnya peka terhadap hal ini, jangan setiap hari kita mengingkari Undang-
undang yang telah dibuat walaupun itu hanya masalah biasa, tetapi harus ada
keseriusan dari kita mengenai hal ini. Karena lalu lintas dan angkutan jalan
(LLAJ) mengangkut hajat hidup orang banyak, keselamatan warga negara dan hal
lain yang memang harus dilindungi dan dijamin untuk kepentingan bersama.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ini telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal
26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni
2009. Undang-undang ini lebih luas cakupannya dari Undang-undang Nomor 14
Tahun 1992 karena merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah
clausul yang diaturnya, yakni yang sebelumnya terdiri dari 16 bab dan 74 pasal,
menjadi 22 bab dan 326 pasal.®

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan bahwa untuk
mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila,
transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan
bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan
mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat
penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh
persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan

negara.

25Undang—Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran
strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian
dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh
dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah
terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat,
tertib, lancar, dan terpadu dengan modal 35 angkutan lain untuk mendorong
perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa,
terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan
hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.?®

Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui
kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan, kegiatan yang
menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan
jalan, dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu

lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.?’

%81 bid., him. 30

*’Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
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3.2. Bentuk dan Cara Penertiban Lalu Lintas yang Dilakukan oleh
Satlantas Poltabes Banda Aceh

Peraturan berkendara dan tata tertib lalu lintas diterapkan di seluruh negara
di dunia. Peraturan antara negara yang satu tentu saja berbeda dengan negara
lainnya. Di Indonesia sendiri, setiap pengendara dituntut untuk mematuhi rambu-
rambu lalu lintas. Selain itu, pengendara juga harus memakai pengaman, seperti,
helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil.

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia disebabkan karena pengemudi
tidak hati-hati saat berkendara. Mereka juga kerap kali tidak memakai pengaman
dan melanggar lampu lalu lintas. Tidak jarang juga pengemudi tidak melengkapi
surat-surat yang seharusnya ia bawa saat mengemudi. Sehingga mereka dikenakan
denda sesuai dengan pasal yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku.

Berikut adalah tata tertib lalu lintas yang perlu diketahui.

a) Tidak ada SIM

SIM atau Surat 1zin Mengemudi merupakan hal wajib ketika seseorang

ingin mengemudi. Jika SIM tidak ada, maka seseorang belum sah dikatakan

sebagai pengemudi. Hal ini berlaku bagi semua pengendara, baik roda dua

maupun roda empat

b) STNK tidak lengkap

STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan ini sangat penting sebagai

bukti sah siapa yang memiliki kendaraan tersebut. Bagi yang ingin

bepergian, selalu untuk membawa STNK

c) Melanggar rambu lalu lintas


https://www.cermati.com/artikel/perpanjang-sim-lebih-mudah-dan-praktis-secara-online
https://www.cermati.com/artikel/perpanjang-sim-lebih-mudah-dan-praktis-secara-online
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Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi di jalan raya, apalagi di
Indonesia. Banyak masyarakat ingin cepat-cepat sampai di tempat tujuan
sehingga tidak memperhatikan lampu lalu lintas. Bagi pengemudi roda dua
atau roda empat, selalu perhatikan tanda-tanda rambu lalu lintas. Selain
untuk menghindari denda dan pidana penjara, juga dapat selamat dari
yang namanya kecelakaan

d) Berkendara melebihi batas kecepatan
Baik mobil maupun sepeda motor, keduanya memiliki batasan kecepatan
maksimal

e) Tidak memakai safety
Safety bagi pengemudi roda dua adalah helm dan sabuk pengaman bagi
pengemudi roda empat. Ketentuan ini tidak hanya bagi pengemudi, namun
juga bagi penumpang

f) Tidak memenuhi persyaratan teknis
Persyaratan teknis kendaraan roda empat tentu saja berbeda dengan roda
dua. Untuk roda empat, kelengkapannya meliputi: kaca spion, lampu
utama, klakson, lampu rem, lampu mundur, bumper, dan kaca
depan. Untuk kendaraan roda dua, kelengkapannya berupa: lampu utama,
lampu rem, klakson, knalpot bawaan sepeda motor, kaca spion, dan
pengukur kecepatan.
Selain itu juga, bentuk penertiban yang dilakukan oleh kepolisian lalu

lintas yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan adanya prosedur pelaksanaan razia
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kendaraan bermotor di setiap jalan raya yang dilalui oleh pengendara. Pada
dasarnya pemeriksaan (razia) yang dilakukan pada siang hari maupun malam hari
memiliki prosedur yang sama, hanya terdapat sedikit perbedaan, yakni dalam hal
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan pada malam hari, petugas
wajib:*
1) menempatkan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan
2) memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan
3) memakai rompi yang memantulkan cahaya.
a. Tujuan razia kendaraan bermotor
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu
lintas dan angkutan jalan bertujuan:
1) terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
2) terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi
pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan
kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum
3) terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana
4) terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu
lintas.
b. Yang berwenang melakukan razia kendaraan bermotor
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh:

1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
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2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
c. Surat perintah tugas
Surat perintah tugas paling sedikitnya memuat:
1) alasan dan pola pemeriksaan kendaraan bermotor
2) waktu pemeriksaan kendaraan bermotor
3) tempat pemeriksaan kendaraan bermotor
4) penanggung jawab dalam pemeriksaan kendaraan bermotor
5) daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan
yang ditugaskan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.
d. Tempat dilakukannya razia kendaraan bermotor
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental
dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.?®
1) Pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala
dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan
adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap
tangan.
2) Tanda tersebut ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh)
meter sebelum tempat pemeriksaan.
3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu

lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka

“1bid., him. 32
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jalan, ditempatkan tanda pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh)
meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.

4) Tanda harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat
oleh pengguna jalan.

Tindakan penertiban adalah wujud dari proses pengawasan yang
dilakukan, penertiban dilakukan disaat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan
yang sudah dibuat. Untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas melalui
proses yang panjang pula, dimulai dari sosialisasi peraturan, sampai kepada
penerapan sanksi teguran ataupun denda tilang. Langkah penertiban harus segera
diambil ketika peraturan yang sudah diberlakukan tersebut dilanggar oleh
pengguna kendaraan bermotor dalam kegiatan berlalu lintas. Untuk itu tindakan
penertiban masuk kedalam teori pengawasan represif. Artinya penertiban
dilakukan setelah suatu pengawasan secara preventif dilakukan. Sesuai dengan
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Satlantas Polresta
Pekanbaru penertiban dilakukan dengan teguran dan sanksi tilang.

Terhitung 1 April tahun 2017, bentuk penertiban lalu lintas yang dilakukan
oleh satuan lalu lintas Polresta Banda Aceh, mulai memberlakukan e-Tilang bagi
pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas. Hal itu disampaikan Kapolresta
Banda Aceh, Kombes Pol T Saladin SH melalui Kasat Lantas, Kompol M Dahlan
SH MM. Menurutnya salah satu tujuan diluncurkan program e-Tilang, yakni
meminimalisir penyelewengan dilakukan oleh oknum saat berhadapan dengan

pelanggar. Kemudian lanjut Dahlan, untuk e-Tilang itu diberlakukan dengan cara
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pelanggar diberikan lembaran biru dan denda final serta membayar langsung ke
Bank BRI dengan membawa lembaran biru sesuai denda final yang dikeluarkan di
lembaran surat tilang tersebut. Lalu pelanggar mengambil barang bukti (BB) yang
diamankan sementara di Polresta, sampai program e-Tilang itu berjalan optimal.
“Nantinya kendaraan milik pelanggar diambil di Kejaksaan Negeri Banda Aceh,”
ujarnya. *°

la menyebutkan, denda tilang yang dikenakan bagi setiap pelanggar telah
melalui proses panjang dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk
kemampuan perkapita masyarakat. Lalu pihak Kepolisian bersama Kejaksaan dan
Kehakiman, telah menyepakati hal itu, di samping pimpinan tiga lembaga itu,
lanjut Kompol Dahlan telah menandatanganinya. “Ini bentuk pelayanan bagi
masyarakat agar tidak terlalu direpotkan oleh birokrasi panjang. Cukup bayar ke
Bank BRI, lalu ambil barang bukti kendaraannya dengan catatan barang buktinya
itu dilengkapi dengan kelengkapan standarisasi kendaraan tanpa biaya tambahan,”
sebutnya. Pada bagian lain, kasat lantas Polresta Banda Aceh itu juga
mengingatkan masyarakat, jika mengendarai sepeda motor atau menyetir mobil
harus selalu mentaati aturan berlalu lintas. Seperti untuk pengendara sepmor harus
lengkap surat kelengkapan kendaraan serta memakai helm muka belakang bagi
yang berboncengan.*

Dalil yang menyangkut tentang sikap prilaku manusia: Surat Al-Maidah:8

aF 4 o 8 é,‘g IR BRT s 3,E- _A® Aot J—“‘_\.,A-v ~__ 3 & Lac s 20 s L JBe  _gF)
GO 5 1 TS W1 e 38 S K0 )25 Y5 Jaally 61365 4 G 15,8 1l Gl Ll
05l Ly ot ) 114875 s

*%serambinews.com/2017/04/03/satlantas-polresta-berlakukan-e-tilang.03-mei-2017
*!Ibid, hal 42


http://aceh.tribunnews.com/2017/04/03/satlantas-polresta-berlakukan-e-tilang
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah: 8)

Surat Al-Lukman Ayat 18:
Osa8 JERL (K Gl ARG ucu‘ﬁ‘ (o O V5 U AL Sl Y

Artinya: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi
membanggakan diri. (Q.S Al-Lukman:18).

3.3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berbicara tentang masalah pelanggaran saat berkendara di jalan raya,
wajib diperhatikan rambu-rambu yang sudah dipasang agar aman dan tidak
mengganggu pengendara lain. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran
sekaligus memberikan edukasi, beberapa polisi lalu lintas (Polantas) biasanya
berjaga di pos-pos kecil atau di tepi jalan. Pelanggaran yang paling sering
dilakukan warga Indonesia adalah tidak memakai helm saat berkendara, tidak
membawa surat-surat lengkap seperti SIM dan STNK, atau membawa surat
lengkap tapi habis masa berlakunya. Tentu saja yang paling nekat adalah

menerobos lampu merah sementara polisi berjaga tepat di sebelahnya.
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Masalah yang patut diperhatikan di kota besar adalah masalah lalu lintas,
hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat
setiap tahunnya, perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif
maupun negatif bagi kehidupan di masyarakat. Setiap tahunnya juga jumlah
kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar
peraturan-peraturan lalu lintas sehingga pemerintah maupun kepolisian harus
semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi

atau menekan tingkat kecelakan lalu lintas.*
a. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah sebagai

berikut:

1) Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti
pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak
standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt.

2) Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun
pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya
pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru

3) Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering
kita lihat di setiap peremapatan atau pertigaan yang terdapat lampu

rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu

*?Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Lalu
Lintas
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rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena
terlalu lama.

4) Tidak membawa surat-surat kendara STNK dan tidak membawa surat
ijin mengemudi SIM.

5) Membiarkan kendraaan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat
nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK

6) Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.*

b. Dampak dari pelanggaran lalu lintas

Pastinya setiap hal yang melanggar pasti ada dampaknya termasuk juga
dampak pelanggaran lalu lintas, berikut adalah dampak dari pelanggaran lalu
lintas:

1) Tingginya angka kecelakan di persimpangan atau perempatan maupun

di jalan raya.

2) Keselamatan pengendara yang mengunakan jalan menjadi terancam
bahkan pejalan kali yang menyeberang jalan maupun berjalan di
trotoar.

3) Kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarenakan para pengendara
tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas.

4) Kebiasaan para pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga budaya
melanggar peraturan lalu lintas.

c. Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas

*1bid., hlm. 35
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Kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan
kesalahan pengemudi itu sendiri. Kecelakan juga banyak terjadi karena faktor
lain, diantaranya adalah karena pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas
untuk menjaga keselamatan, keamanan dan juga kelancaran lalu lintasnya juga.
Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan
lalu lintas dan hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan
maupun pemerintah.*

Berikut ini adalah pendapat penulis penyebab terjadinya pelanggaran lalu
lintas yang sering sekali terjadi di Indonesia:

1) Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang
berlaku di Indonesia hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran
masyarakat untuk mencari tahu peraturan lalu lintas atau rambu-rambu
lalu lintas.

2) Semenjak kecil seorang anak kecil sudah diperbolehkan membawa
kendaraan bermotor yang seharusnya umurnya belum mencukupi untuk
berkendara sehingga mereka sering melanggar peraturan lalu lintas
karna belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas.

3) Hanya patuh ketika ada kabar bahwa akan ada razia atau saat ada polisi,
Ini sudah hal biasa yang sering kita lihat di jalanan bahkan kita sendiri

sering melakukan ini.

**pasal 281 pelanggaran lalu lintas Undang-undang. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
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4) Tidak memikirkan keselamatan pengendara lain atau masyarakat yang
ada di sekitar jalan. Contohnya pengendara motor tidak memakai helm,
kaca spion dan tidak menyalakan lampu disiang hari.

5) Bisa langsung mengurus pelanggaran lalu lintas di tempat atau kata lain
“damai”. Hal inilah yang sering terjadi di setiap ada razia polisi atau
pelanggaran lalu lintas, hal yang pertama yang dipikirkan oleh
pengendara saat terkena tilang karena melakukan pelanggaran lalu
lintas adalah jalan “damai”.

d. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas

Berikut ini adalah pendapat penulis yang harus dilakukan oleh pemerintah
dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang setiap harinya sering

terjadi dan tidak sedikit yang merenggut korban jiwa.*

1) Pemerintah harus lebih bersosialisai kemasyarakat dalam peraturan-
peraturan lalu lintas. Jadi masyarakat bisa tahu apa saja peraturan-
peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan.

2) Pemerintah  harus menindaklanjuti  petugas-petugas yang tidak
mendukung hukum pidana atau petugas yang menyelesaikan
masalah pelanggaran lalu lintas di tempat, dengan kata lain jalur
“damai”.

3) Pendidikan bagi pengemudi. Sekolah pengemudi merupakan suatu

lembaga yang bertujuan untuk mengahasilkan pengemudi pengendara

**Soekanto, Soerjono. 1990. Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum).
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bermotor cakap dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun
pelanggaran lalu lintas

4) Menambah atau memperbaiki rambu-rambu lalu lintas yang ada di

jalan. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal,
pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-
hati, jalanan yang tidak layak seperti jalan yang berlubang, kerusakan
kendaraan, kendaraan yang sudah tidak layak lagi pakai, pengendara
yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas
tetap kondusif, pada kenyataannya masih banyak pengguna jalan yang tidak
mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan.
Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi
kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan meninggal dunia.

Ada beberapa contoh kasus pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:*
(1) Di dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan
kecepatan maksimal dan minimal. Adapun batas kecepatan paling rendah

pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 kilometer per

36Undang—Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Sinta Uli,Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan D
arat dan Angkutan Udara, USU Press,Medan, 2006, him. 20.
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jam dalam kondisi arus bebas. Selain itu, pengendara yang melebihi batas
kecepatan maksimal harus membayar ganti kerugian dari yang ditimbulkan
akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Juga setiap pelanggar aturan
batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dalam pasal lain yaitu Pasal
287 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bisa dipidana dengan kurungan paling lama 2
bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Aksi tilang yang dilakukan pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap
pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin
Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berbagai
operasi yang tengah gencar dilakukan aparat sering kali mendapati
pelanggaran semacam itu. Banyak diantara mereka yang belum memiliki SIM
karena belum cukup usia, namun memaksakan diri untuk mengendarai sepeda
motor. Hal ini tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan
orang lain, pelanggaran ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 288 ayat (1) Setiap orang
yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak dilengkapi
dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda
Coba Kendaraan Bermotor (STCKB) yang ditetapkan oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia.
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Untuk pengendara mobil atau penumpang yang duduk di samping pengemudi
wajib mengenakan sabuk keselamatan. Kalau terbukti melanggar, ancamannya
pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda paling banyak Rp 250.000.
Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (6) Setiap orang yang
mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping
Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk penggunaan
helm berstandar Nasional Indonesia (SNI). Bahkan dalam Undang-undang
tersebut dengan jelas tertera pula sanksi Pasal 291 ayat (1) Setiap orang yang
mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional
Indonesia. Jika pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipidana
dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak
Rp. 250.000. Namun, pada prakteknya, lagi-lagi aturan ini sering diabaikan.
Rata-rata beralasan, mereka enggan menggunakan helm karena jarak tempuh

yang dekat serta merasa tidak nyaman.

Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib
menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada
malam hari dan pada kondisi tertentu. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan
Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran



52

sering terjadi, terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari,
rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan atau mungkin kurangnya
sosialisasi khususnya untuk lampu di siang hari bisa menjadi penyebab

seringnya aturan ini dilanggar.

(6) Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas acapkali terjadi. Parkir di
bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah
menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan pasal 287
ayat (1) UU No.22 tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam
hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak

Rp. 500.000.

(7) Pentingnya kesadaran menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali
diabaikan. Padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan
bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga
berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Berdasarkan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal
285 ayat (1) pengendara akan ditilang atau didenda sebesar Rp. 250.000 jika

kendaraannya tidak dilengkapi dengan kaca spion.

(8) Berbelok atau berbalik arah jangan lupa lampu isyarat, setiap pengendara
yang akan membelok atau berbalik arah, diwajibkan memberikan isyarat
dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jika melanggar ketentuan
ini, Pasal 284 mengatur sanksi kurungan paling banyak satu bulan atau

denda Rp 250.000.
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(9) Bila tertangkap menerobos lampu merah bisa terkena tindakan tegas dengan
tindak pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.
500.000 sesuai Pasal 287 ayat (2) Pasal 106 ayat (4) Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, jangan
sesekali menerobos lampu merah meskipun tidak ada polisi yang menjaga,

selain berbahaya, hal tersebtu juga mencerminkan kepribadian pengendara.

(10) Melanggar marka jalan bisa kena Pasal 287 ayat (1) yang menyatakan bahwa
orang yang melanggar aturan perintah atau larangan rambu lalu lintas atau
marka jalan, bisa dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda

paling banyak Rp. 500.000.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh mencatat 738 orang
meninggal dunia di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2018.
Adapun yang mengalami luka berat mencapai 327 orang. Ada 738 orang
meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Aceh
sepanjang 2018, kata Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S Djambak di Banda Aceh.
Selain korban meninggal dunia, Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh juga
mencatat korban kecelakaan lalu lintas dengan kondisi luka berat mencapai 327
orang. Serta luka ringan sebanyak 3.293 orang. Sedangkan jumlah kecelakaan lalu
lintas yang terjadi di wilayah hukum Polda Aceh, yang meliputi 23
kabupaten/kota di provinsi ujung barat Indonesia tersebut, mencapai 2.176
kasus.*’

Usia korban kecelakaan lalu lintas didominasi umur 16 tahun hingga 30

3"Bandan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. Detiknews, diakses 02 Januari 2019.
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tahun dengan jumlah sebanyak 1.350 kasus. Sedangkan total kerugian kecelakaan
lalu lintas mencapai Rp. 5.247 miliar, ungkap Kapolda Aceh. Irjen Rio S Djambak
menambahkan Polda Aceh melalui Direktorat Lalu Lintas menindak 68.934
pengguna kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas di jalan raya.
Polda Aceh juga berupaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang masih
tinggi tersebut dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, pengawasan di titik
rawan kecelakaan, serta lainnya, sebut dia. Terkait dengan jumlah kendaraan
bermotor yang tercatat pada 2018 mencapai 108.530 unit. Meliputi 99.974 sepeda
motor, 6.419 mobil penumpang, 1.986 mobil barang, 67 bus, dan 84 kendaraan

khusus.

3.4. Analisis

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat
berkendara. Namun dalam realita yang terjadi di masyarakat, masih banyak
pengguna jalan yang tidak taat pada peraturan lalu lintas saat berkendara. Lebih
dari itu, banyak masyarakat yang kurang memahami atau mengetahui Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa peranan kepolisian dalam
pelaksanaan tugas penertiban lalu lintas di wilayah hukum Poltabes Banda Aceh
secara umum sudah maksimal dan tertib, sesuai dengan ketentuan Undang-undang
yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan

Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 dan 14.
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Seperti dalam masalah kasus tindak lanjut proses kecelakaan lalu lintas,
hasil wawancara penulis dengan seorang polisi Satlantas Unit Laka lantas Polresta
Banda Aceh AIPDA Edi Sofyan mengungkapkan bahwasanya, setiap ada
kecelakaan yang terjadi di jalan raya tindak lanjut proses yang dilakukan oleh
Polantas yang pertama adalah piket laka lantas yang menerima langsung laporan
dari pihak terkait seperti masyarakat pada umumnya, dan Polsek terdekat lansung
menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara). AIPDA Edi Sofyan selanjutnya
menerangkan setelah unit laka lantas menuju TKP serta olah TKP, Unit Laka
lantas lansung mengecek korban ke rumah sakit dan membuat laporan polisi
untuk tindak lanjuti dan dilakukannya proses penyelidikan sampai semua
permasalahan korban tuntas. Begitulah proses dalam penyelidikan Unit Laka
lantas Polresta kota Banda Aceh dalam menanggulangi, mengawasi tindak lanjut

setiap kecelakaan yang terjadi di area kota Banda Aceh.®

Menurut analisis penulis bentuk dan cara penertiban lalu lintas yang
dilakukan oleh kepolisian saklantas poresta Banda Aceh dengan cara razia dan
berpatroli di jalan raya Kota Banda Aceh, sudah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Jika ada kecelakaan yang terjadi di jalan raya, pihak satlantas Polresta
Banda Aceh melalui satuan unit laka lantas menerima langsung laporan dari pihak
terkait ketika terjadinya kecelakaan di jalan raya Kota Banda Aceh dan langsung
menanganinya dengan membawa korban ke rumah sakit sampai tuntas dengan

hasil laporan yang dibuat oleh pihak kepolisian.

*\Wawancara, AIPDA Edi Sofyan, Satuan Unit Laka Lantas, (6 November 2018).
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AIPDA Edi Sofyan menjelaskan, saat pihak kepolisian melakukan razia,
tidak semua razia itu harus memiliki surat izin perintah dari Kapolri, melainkan
inisiatif dari pihak kepolisian yang bersangkutan saat melaksanakan tugas
lapangan, dan pada saat ada pelanggar yang terlihat di depan mata maka pihak
kepolisian mengambil tindakan untuk melakukan penyelidikan dengan
menanyakan surat-surat identitas kendaraan maupun identitas dari pihak
pelanggar itu sendiri. AIPDA Edi Sofyan juga menerangkan, razia yang dilakukan
oleh pihak kepolisian itu ada dua kategori, yang pertama ada razia yang dilakukan
perhari dan ada juga razia yang dilakukan perbulan, termasuk juga razia umum

dan razia khusus.*

Menurut penulis, bentuk pelanggaran apabila terjadi razia atau
pelanggaran kasat mata, polisi lalu lintas langsung mengambil tindakan dengan
cara memberhentikan dan memeriksa pihak yang bersangkutan. Misalnya
pelanggaran yang terjadi apabila tidak memakai helm, dan tidak membawa surat-

surat perlengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK.

Menurut salah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
menerangkan bahwasanya, ia pernah ditilang oleh polisi lalu lintas saat hendak
pergi ke suatu tempat di Kota Banda Aceh, tepatnya di daerah Taman Sari, depan
Museum Tsunami. Pada saat proses tilang terjadi, polisi memberikan surat tilang
berwarna merah, namun mahasiswa yang melanggar tersebut meminta agar polisi

itu memberinya surat tilang yang berwarna biru. Namun oknum polisi tersebut

% Wawancara, AIPDA Edi Sofyan, Satuan Unit Laka Lantas, (8 November 2018).
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tetap bersikeras tidak memberikan surat tilang yang berwarna biru dengan
berbagai alasan yang diberikan supaya mahasiswa tersebut menerima surat tilang
itu, maka saat itulah aksi perdebatan terjadi dan pada akhirnya dengan rasa
kecewa mahasiswa tersebut tetap menerima surat tilang yang berwarna merah dan
memberikan sejumlah uang denda kepada oknum polisi tersebut untuk

mempercepat proses tilangnya.*°

Menurut penulis, penertiban yang diberikan oleh polisi kepada pihak yang
melanggar dengan melakukan kecurangan terhadap pelanggar tersebut dan polisi
juga melakukan pemaksaan dengan semena-mena supaya mengambil surat tilang

yang diberikan.

Menurut salah seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah, dari hasil
wawancara penulis dengan seorang mahasiswi tersebut, ia menerangkan
bahwasanya satuan polisi lalu lintas atau Satlantas yang bertugas di wilayah Kota
Banda Aceh khususnya sudah tertib, aman dan berjalan dengan sangat baik
sebagaimana mestinya. Mahasiswi tersebut juga mengungkapkan, polisi lalu lintas
dari pihak laka lantas dan polisi jalan raya (PJR) yang setiap harinya berpatroli di
jalan raya sudah sangat baik dan membantu pengendara pada umumnya, jika ada

yang melanggar mereka langsung mengambil tindakan dan menegurnya.

la juga menceritakan sedikit kekeliruan dan kekecewaan yang dialaminya

saat diberhentikan oleh seorang oknum polisi lalu lintas atau

0 \Wawancara, dengan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan , (15 November 2018).
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Satlantas Kota Banda Aceh tepatnya di simpang lampu merah Lamprit, di depan
masjid Oman samping Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh. Pada saat itu ia
diberhentikan untuk dimintai surat-surat kendaraan bermotor miliknya, namun
surat-surat kendaraan bermotor miliknya itu lengkap tanpa ada kesalahan darinya
sedikitpun walaupun pada saat itu pula tidak ada razia khusus dalam penertiban
pelanggaran lalu lintas. la melanjutkan, setelah selesai dimintai keterangan
semuanya maka di situlah aksi memalukan yang dilakukan oleh oknum polisi
tersebut yang membuatnya merasa takut dan gelisah karena, oknum polisi tersebut
memintanya untuk memberikan nomor HP dengan berbagai alasan tanpa tujuan
dan maksudnya. Namun mahasiswi tersebut tidak memberikan nomor HP
miliknya untuk oknum polisi tersebut karena ia merasa takut terganggu dan
sebagainya, maka saat itu oknum polisi tersebut tetap memaksanya dan mahasiswi
itu tetap tidak memberikannya. Setelah itu ia dilepaskan karena pihak oknum

polisi tersebut dipanggil oleh komandannya.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswi tersebut yaitu sikap polisi
yang tidak bagus kepada mahasiswi yang melanggar lalu lintas itu, polisi
memperlakukannya dengan tidak pantas, tidak sewajarnya meminta apa yang
tidak ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan mahasiswi tersebut

seperti meminta nomor HP dan sebagainya.

Menurut salah seorang masyarakat yang tinggal di Kota Banda Aceh,

beliau beranggapan bahwa bentuk dan pelanggaran terhadap lalu lintas yang

“Wawancara, dengan mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Dakwah
dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah, (16 November 2018).
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terjadi di Kota Banda Aceh, sering polisi melakukan hal tidak sewajarnya
terhadap pihak yang yang terjadi pelanggaran. Polisi beranggapan bahwa dia yang
berhak menentukan apa yang seharusnya diinginkan terhadap orang yang
melanggar. Misalnya, seorang melanggar dengan tidak memakai helm atau dia
tidak ada SIM, tapi apa tindakan polisi tersebut, dia seenak-enaknya memberi
denda, apabila sipelanggar tidak mau, maka polisi tersebut memaksa supaya

sipelanggar tersebut mau menerima denda yang diberikannya.*?

Menurut salah seorang masyarakat yang tinggal di Kota Banda Aceh,
beliau beranggapan bahwasanya Kepolisian lalu lintas yang bertugas di wilayah
hukum Kapolresta Banda Aceh sekarang ini mulai semena-mena dalam
menjalankan tugasnya, baik itu dalam penertiban lalu lintas maupun dalam
pengawasan lalu lintas. Beliau menceritakan seperti dalam pemungutan liar dalam
pengurusan Surat 1zin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor
(STNK), bahkan beliau sempat mengalaminya sendiri dalam pemungutan liar
tersebut sampai diberhentikan dan dimintai keterangan surat-surat kendaraan
miliknya. Ternyata masalah yang didapati ialah SIM milik masyarakat tersebut
sudah habis masa berlakunya sampai-sampai ia dimintai denda untuk
membayarnya dan jika tidak, kendaraan miliknya akan dibawa oleh petugas
kepolisian, dan pada akhirnya masalah pun terselesaikan dengan budaya damai

dengan memberikan sejumlah uang muka kepada petugas kepolisian tersebut.*®

*\Wawancara, dengan Masyarakat Gp Rukoh, (22 November 2018).
“Wawancara, dengan Masyarakat Gp Laksana, (12 Januari 2019)
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Menurut salah seorang masyarakat yang tinggal di Kota Banda Aceh,
beliau menanggapi permasalahan budaya damai yang dilakukan oleh sejumlah
oknum anggota kepolisian satlantas dengan pelanggar lalu lintas di jalan raya
yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada polisi tersebut untuk
menyelesaikan permasalahannya. Menurut masyarakat tersebut budaya damai itu
terjadi karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu
antara petugas kepolisian dengan si pelanggar tersebut agar masalahnya cepat
selesai tanpa membuang-buang waktu percuma, bahkan si polisi tersebut pun mau
mengambil uang tersebut dengan beranggapan dapat memberikan keuntungan
baginya dan masalah pun tidak di perpanjang lagi, lalu si pelanggar pun dapat

meninggalkan lokasi dan pergi dengan semudah itu.*

Menurut penulis, tugas dan wewenang Kepolisian Satlantas Polresta Kota
Banda Aceh sepenuhnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menertibkan dan
mengawasi jalannya lalu lintas agar keselamatan dan kelancaran berlalu lintas di
jalan umum tetap terjaga. Berbagai cara dan bentuk penertiban dilakukan oleh
pihak kepolisian, tetapi masih juga didapatkan para pelanggar lalu lintas yang
menyalahi aturan berlalu lintas. Namun di balik semua itu bukan hanya di
kalangan pengendara saja yang melanggar dan menyalahi aturan, ada juga dari
oknum kepolisian itu sendiri yang masih didapati melanggar dalam pelaksanaan
tugasnya yaitu dalam menyikapi kasus proses tindak lanjut kecelakaan lalu lintas

dan pemungutan liar yang sering terjadi di Kota Banda Aceh.

*Wawancara, dengan Masyarakat Gp Jeulingke, (13 Januari 2019)
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BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

a. Pelaksanaan tugas Kepolisian di wilayah hukum Poltabes Kota Banda
Aceh berjalan dengan sangat aman dan tertib sesuai dengan ketentuan
Undang-undang yang berlaku. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan
kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan
meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin
keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan
umum. Namun dari semua pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh
Kepolisian Kota Banda Aceh masih juga didapati pelanggaran dan
penyelewengan yang dilakukan yaitu seperti dalam kurang aktifnya pihak
Polisi Jalan Raya (PJR) dalam berpatroli di setiap jalan raya, sehingga
masih bnyak terdapat pelanggaran kasat mata yang terjadi di jalan raya,
seterusnya lalai dan keterlambatan dalam kasus tindak lanjut proses
kecelakaan, dan yang terakhir yaitu dalam kasus pemungutan liar dalam
pengurusan Surat lzin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan

Kendaraan Bermotor (STNK).

b. Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum sepenuhnya dapat dikatakan
efektif dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan khususnya bagi

kalangan masyarakat kota Banda Aceh. Meski dalam Undang-undang
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sudah ada aturan tentang pelanggaran atau hukuman bagi si pelanggar
lalu lintas, namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh warga
Kota Banda Aceh. Adapun faktor yang menjadi penghambat efektifnya
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, yaitu penggunaan kendaraan oleh anak sekolah, mereka
belum cukup usia untuk mendapatkan Surat ljin Mengemudi (SIM),
struktur pengetahuan sosiologis masyarakat, yaitu pemikiran yang selalu
menyepelekan sesuatu hal, pengetahuan masyarakat tentang Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 itu masih sangat minim.

4.2. Saran

Langkah yang dapat dilakukan agar setiap pengendara memahami

pentingnya kesadaran berlalu lintas yaitu:

a. Perlu adanya sosialisasi bahwa pengendara yang belum cukup umur
atau yang belum mempunyai SIM tidak boleh membawa kendaraan
bermotor mengingat kondisi psikologis dan mental mereka yang
belum stabil untuk menghadapi kejadian di jalanan serta belum

terampilnya dalam menjalankan kendaraannya.

b. Bagi petugas Kepolisian Satlantas, diharapkan secara tegas menindak

lanjuti terhadap para pelanggar yang melanggar ketertiban lalu lintas.
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c. Kepolisian harus tegas dengan tidak menerbitkan SIM sebelum usia
17 tahun, karena hal tersebut sangat beresiko tinggi serta harus

ditindak lanjuti bagi para pengendara yang melanggar tata tertib.

d. Setiap ada pengendara yang melanggar tata tertib berlalu lintas,
kepolisian harus bersikap tegas, adil dan bijaksana dangan
memberikan hukuman atau denda yang sesuai dengan Kketentuan

perundang-undangan yang berlaku.
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